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NASKAH PEzuANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD}

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DENGAN

I{EPOLISIAN RTSORT IIALMAIIERA BARAT

Nomor : 3Al /Afi 12024
Nomor : B / 07 ft/ 2024 / APS

TTITTAITG

PETAKSAITAAN DAITA HIBAII PEIYYETEITG{}ARAAIT
PEMILIHAIT BUPATI DAN WAKIL BUPATI

I{ABUPATEIT HAI,MAIIERA BARAT
TAHUII 20/24

Pada hari ini RABU tanggal SEPULUH bulan JAIIUARI Tahun DUA RIBU DUA PUTUH

EMPAT bertempat di JAILOLO, yang berbanda tangan di bawah ini :

1. JAMES UANG, S.Pd, M.M : Bupati HaLnahera Barat, berkedudukan dan
beralarnat di Jalan Pengabdian No. 1

Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera
Barat, bertindak dalam jabatannya untuk dan
atas nama Pemerinta.h Kabupaten Halmahera
Barat sebagai Pemberi Hibatr, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. AI(BP ERLICHSOil. P, S.H, S.I.K: Kapolres Halmahera Barat, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Hoku-Hoku Kie, Kecamatan
Jailo1o, Kabupatel galmahera Barat bertindak
dalam jabatannya untuk dan atas nama
Kepolisian Resort Ha1mshs1, Barat sebagai
Penerima Hibah, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23

Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daeralr-daerah Swatantra Tingkat II
Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Ma1uku menjadi Undang-undang;

2. Undalg-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 2 Tatrun 2AO2 tentang Kepolisian Negara Republik Indoaesia;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmalrera

Utara, Kabupaten Halma6sr'6 Selatan, Kabupaten Kepulauan SuLa, Kabupaten
HaLnahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatran Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56791;
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6. Undang-unrlang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A74 tentang Pemilihan Gutrerrrur, ilupati
dan Walikota menjadi Undang-undang ilernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara ltepublik Indonesia Nomor 5Bq8)

sebagaimana betrerapakali telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nouror 1O

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun
2CIt4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I

Tahun '2A14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Unrlang-

unrlang {lrmbaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tamtrahar:
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2}fi tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negeira

Republik indonesia Tahun 'Z}fi Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor'2 Tahun 2A12 tentang Hibah Daerah ilembaran Negara

Republik Indonesia Tahun '2012 Nomor 5, 'lambahan Lemtraran Negara Republik
Indonesia Nomor 527')\;

q. Peraturan Pemerintah Nomor tr2 Tahun 2A$ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l.emharan
Negara Republik Indonesia Nomor 632'21;

10. Peraturan Presiden Nornor 16 'llahun 2018 tentang Pengaclaan Barang d;lrt Jasa
Pemerintah {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33i;

11. Perat.uran Menteri Keuangan Nornor: 271/PMK.05i 2014 tentang Sistern Akuntansi
dan ilelaporan Keuangan llitrah {Berita Negara Repriblik Indonesia Tahut 2*14
Nomor )A74);

12. Peraturan Mentert Keuangan Nomor 8q/PMK.05l'2016 tentang ?ata Cara Pengelolaan
Flibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pernihhan Guber:rur, Bupati
dan Walikota {Berita Negara RepuLrlik lnclonesia'lahun 2016 Nomor 812);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.O51201,7 tentang Administrasi
Fr:ngelolaan Fiibah {I3erita Negara Repuhlik Indonesia Tatrun '2017 Notnor 9a0i;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor lB2|PMI/*ASl2AI7 tentang Pengel*laan
Rekening Milik Satuan Keria Lingkup Kementerian Negara/Lembaga {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Al7 Nomor 17271;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatal
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota _vang trersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2OZA tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2Al9 tentang Pendanaan Kegialzn
Pemilihan Gubernur, Bupati clan Wali Kota -yang bersumber darj Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Kornisi F'emilihan Umurx Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapaa.
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubeitur,
Bgpati dan Wakil Bupati, dan/ata.u Walikota ctan Wakil Walikota;

Pti{AK KBSATU dan PiHAK KBDLiA }'ang selan-iutn-va disebut PARA PIHAK, tcrlebih
dahuhi menerangkan tral-hal sebagai berikut:
a. bahq,a PIHAK KBSATU adalah sebagai unsur Per:yelenggara lJrusan Pemerintah

Daerah memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggarar:
Penclapatan dan }3elanja Daerah Kabripaten l{almahera Barat Tahun Anggaran
)O24; dan

5. bahwa Hibah dari PIF{AK KtrSATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dirnaksud
dalarn huruf a, diberikan dalam bentuk uang diperuntukan untuk rnembiayi*
penglamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakii Bupati Kabripaten l{aimahera
Ilarat Tahun 2024.

lSer{asarkan tral-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Pe{anjian Hibah
I)aerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai L:erikut :
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Pasai 1

JUMLAH DAN SUMBtrR PEMRIAYAAN HIBAH

PII,{AK KBSATU memberikan hibah uang kepada PII{AK KtrDUA, dan PtrHAK KEDUA

menerima hibah uang dari PIHAK KESATU setiesar Rp. 4.993.89O.OOOr- (Empat
lllityar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Detrapan ltatus Sembilan Puluh
Ribu Rupiah|.
pemberian Hihah Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari

Anggaran Penclapatan clan Relanja Daerah Kabupaten lfaknahela Barat Tahun

Anggaran '2A24 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Daerah'

Pasal 2
PENGGUNAAN HIBAH

Fiitrah uang dari PIFIAK KtrSATU kepada PIi{AK KEDUA sebagtrimana dimaksr.rri pada

pasai 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KtrDUA untuk rnembiavai pelaksanaan
pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaher"a Barat Tahun

2024.
penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adaiah kegiatan
pelgamanan Pemilihan Bupati clan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun

ZA24 mulai dari tahap persiapan penyelenggaraan hingga berakhir proses pelniliha*

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakg.

Uang yang d,ihibahkan sebagaimana yang dimaksud pada a3rat (1) sesuai dengan

Rincian Kebutuhan Biaya yang disusun oleh PIHAK KEDUA untuk menclukung dan

mensukseskan tahapan penyelenggaraan pemilihan Rupati dan Wakil Bupati

Kabupaten l{almahera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Naskah

Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak pIHAK KtrSATU menerima laporan darj PII{AK KtrDUA atas penggunaan Beiaqia

Hibah Kegiatan Penga.manan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katrupaten

I{almahera Llarat per triwulan melalui Kepala BKAD Kabupaten l{ahnahera Barat.

Kewajiban PIHAK KtrSATU :

a. Mempersiapkan anggaran clengan memperhatikan kemampuan keuangalt

I)aerah;
b. Mencairkan clapa hibah sesuai dengan prosedur dan mekanisme perrcairan yang

telah ditetaPkan.
Hak pIFIAK KtrDUA adalah menggunakan dana hii:ah sebagaimana dimaksurl dalam

pasal i2) dari PIIIAK KESATU dengan trerperlcman sesuai ketentuan peraturan

perunclang- undangan yang beriaku.
Kervajiban PII{AI( KEDIJA :

a" menanrlatangani Pakta Integritas yang menlratakan bahwa hibah yang diterima

akan rligunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah'

b. melaksanakan penatausahaan peng{gunaan dana hihrah daerah sesuai clengan

ketentuan peraturan perundang- unda.ngan; dan

c. bertanggung jarvab penuh secara formal dan rnateriai terhadap penggunaan

belanja hibah kegiatan pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Barat yang dikeiola sesuai dengan peraturan perundang-

undangan,lrang berlaku.

t1)

i2)

{3)

{1}

{2}

{3}

{4)
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Pasal 4
MtrKANISMtr PENCA1RAN DANA HIBAH

{1} Pencairan belanja hibah dari PIi-iAK KtrSATU kepada PIHAK KEDUA sebeigaimana

rlimaksucl Pasai 1 ayat {1), dilakukan dengarl cara ditranslbr langsung dari Kas

Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera tsarat ke rekening Hibah khusus
Pengamanan Pemilihan Bupati rian Wakil Bupati Kepolisian Restlrt Halmahera Baral.;

{2} Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (li dilakukan setelah

PAR{ PIHAK rnrnanclatangani llerita Acara Serah Terima Hibair dan PIHAK KtrnUA
mengajukan permohonan kepada PII{AK KESATU dengan dilampiri:
a. I.'oto copy Naskah Perjanjiarr Fiibah Daerah;

h. Pakta Integritas;
c. Surat Pertanggungiar.vaban Mutlak;
d. F"oto copy rekening bank atas nama penerima dana hibah;
e. Kuitansi rangkap 3 {tiga) asli irermaterai cukup yang leiah ditandatangani dan

distempel.

{3} Dengan tetap memperhatikan kemarnpuan keuangan Daerah Pencairan dana }ribah

sebagaimana dimaksud pacta alJat t1) dilaksanakan bertahap sebesan'

Rp. 4.993.8qA.000,- (Ernpat Milyar Sembiian Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta
Delapan Ratus Sembilan Puluh RiL*r Rupiah) dan/atau dalam 2 {dua) tahap, dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Tahap i dengan persentase 40 7o (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau

setresar Rp. 1.997.556.000,- iSatu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh TLtjtth

Juta Lima Ratus Lima Puluh Bnam Ribu Rupiah), dan dicairkan pasca

penandatanga,nan NPFID;

b. Tahap II dengan persentase 6A a/, {enam puluh persen) dari nilai NPIID aLau

sebesar Rp. 2.996.334.000,- {Dua Mil_var Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam

Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), dicairkan paling lambat 4

{ernpat) bulan sebelum hari pemungutan suara;

t4) pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pengamanan Pemilihan sebagaimana dimaksr-icl

pad.a ayat (1) dan a),at (3), tidak dipersvaratkan Surat Pertanggungjaw'abar:

pelaksanaan kegiatan sebelumny-a.

Pasai 5
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PBLAPORAN

tf ) PILIAK KBDUA bertair.ggungjar,r,atr sepenuhn-va atas penggunaan uang yang

clihitrahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

t2] PIHAK KtrDUA berkeu,,ajiban melaksanakan pengadaan barang dan -iasa sesutai

dengan peraturan perundang-undangan ]iang berlaku dan rrie-yimpan bukti-bukti
transaksi terkait denga.n program tian kegiatan yang didanai dari Dana Hibah

Daerah.

{3} pIHAK KEDLfA berkew-ajilran menebuat laporan penggunaan ciana hitlah dan

menyampaikan laporan peng,{unaan belanja hii:ah sebagaimana rlimaksud parla a5at

{1}, dilakr-rkan p*ling larna 3 itiga} buian setelatrr penglusulan p*ngesahan

pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESAI'{J.

Pzrsal 6
JANGKA WAKTU

perianjian Hibah ini berlaku terhitung ditandatangani dan/atau dimulainya tahapan
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Elarat sampai dengan 3 {tigal
bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan caion terpilih tsupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Haimahera Barat..
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{2}

Pasal 7
KTTADAA}{ KAI-IAR {FORCE NTAJE{JRE}

Keadaan Kahar" {Force Majeure} antara lain terrnasuk kebakaran, ledakan, gelnpa

hupri, topan, hujan badai, 'banjir, wabah dan becana lainnya, makar, hura-hura,
perang, perselisihan buruh, pemogc;kan, kebijakan pemerintah {moneteri
brerpengaruh langsring pada pela ksanaan per"j anjian ini"

Tjriak satupun Pihak dikenai tanggungjannatt untuk rlemenuhi kewajiban

berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal terseLrut terhaiangi, tercegah at.ani t.r:rtunda

pelaksanaannya oleh keadaan kahar' {force maj eure}'

Dalam jangka waktu paiing larnbat ? {tujuh} hari sejak terjadinya keaciaan kahar

{force majeure), pihak yang terkena keadaan kahar {force nwjeure) membuat atan

men'yampaikan pemberitahuan tertulls kepada pihak -yang tidak terkena cleng*re

menerangkan keadaan Keaciaan Ka}ar {force mnjeure) tersebut dan memberika:r
perkilaan yang dapat clipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar {for**
maj eure) sarnpai peiaksana an dihalapkan terlaksananva kernbali.

Pasal B
PTNYIiLESAIAN PERSTLISII_{AN

Apabila rlalam pelaksanaan perjanjian ini te{adi perselisihan atau perbedaan pendapat

diarrtara PARA PiHAK, PARA PIHAK sepakat unluk menvelesaikan perselisihan secara

rnu syawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
LAIN-LAIN

il) PIHAK KtrDUA clapat melaksanakan pengadaan keLrutuhan barang dan jasa

selragairnana dimaksucl rlalam Rencana Kebutuhan BiayalRencana Anggaran BtaS:a

seplnjang kebutuhan barang dan jasa tersebut. diatur elalam peraturan perundang-

unilangan lainnya atau ditrutuhkan untuk menclukung pelaksan&an Pengamanan
peurilihan Bupati dan Wakil tlupati Kalrupaten Halmahera Barat Tahun 2*24,

clengan tlerperlornan pada peraturan perundang-undangan dengan tetulp

rren:.perhatikan kemampuan ke uangan Daerah.

i2) perjanjian ini mengikat kerlua. belah pihak se-iak PIHAK KESATU dan PtrlIAK KtrilUA
rneniindatangani Perjanjian Hibah ini dengan tetap memperhatikan kern*rmpuan

k*uangan llaerah.
Ilaiam hal sampai dengan trerakhirnva kegiatan pemilihan masih ter<lapat sisa Ditna

Hihah kegiatan pengamanan pemilihan, PII{AK KSDUA hrarus rnengemttalikar: sisL

Dana l{ibah kegiatan pengamanan pemilihan paling lambat 3 (tiga) httlan setelah

pengusulan pengesahan pengangkatan c'alon terpilih dan dikembalikan kepada Kas

Datrah.
Apabila sampai dengan herakhirnva tahapan kegiatan penyeienggaraan Pemilihan

Brrpati rlan Wakil Bupati Katrupaten Hahnahera lJarat Tahun 2A24, terdapat jasa

giro, PIi{AK KtrDUA rvajitt menvetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Apairila te{adi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susu}an atau pemunplutan

suarEr lriang, PII-IAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiat*n
pemilihan lanjutan, Pemiiihan susulan atau pemungutan suara ulang san:pai

berakhirnya tahapan Pemilihan dengan tetap memperhatikan kernampuan keuangan

L)aerah.

i3i

t3)

{4i
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{2}

I'asal 10

F'tr RU T]AHAN TA'DE N D U M )

Daiarn hal terjadi pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, clan/alau pemilihan

susulan yang rnengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melahri

perubahan I addendunr NF'FID.

Apabila teqadi kesalahan dan kekeiiri-ran dan/atau hai-hal -yang belum diatur dalam
perjanjian Hibah irii akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA

PiHAK.
Apa6ila c1a1am pelaksanaan ini te{adi perubahan rnaupun penambahan akan rllatur
lebih tanjut rlaiar:l Addenclwn Perjanjian yallg merupakan bagian -vailg tidak

terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11

PE]i{UTUI'

perianjian Fiibah ini dibuat dan ciitanrlatangani r:leh PARA PIHAK pacla hari, tanggal,

brilan dan tahun sebagaimana tersebut patia arval Pe{anjian ini, clibuat clalam rangkap 2

irlua) bermaterai cukup masing-masing memrJtlll\/ai kekriatan hukum yang sama.

trRA BARAT I,ISIAN RESO1TT
BARAT

. P, S.H, S.r.K
r.978

{3}

PIHAK KI'SATU PIHAK KIII)UA
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